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PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri
ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian
dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi
secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi
atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan
pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian,
telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis

KUHP.!

Perbuatan tindak pidana memberikan kesempatan perjudian
kepada umum yang dilarang oleh hukum, Karena bertentangan dengan
KUHP dan juga PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303

KUHP yang menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa

mendapat izin :

! P.AF. Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar
Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Bandung: CV Mandar Maju.



a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata-cara.

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan
pencaharian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada
umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan
belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mabhir,
termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Ada 3 (tiga) aspek yang menjadi landasan dalam pokok konsiderans

Undang-undang :

1. Unsur filosofis, diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia



yang bersumber dari pancasila dan pembukaan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Unsur sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai
aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta
empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat dan Negara.

3. Unsur yuridis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjaminkepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penjelasan mengenai memberikan kesempatan Perjudian diatur
di dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) berbunyi : “diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling
banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat
izin. Dalam pasal 303 KUHP ayat (1) angka 1 berbunyi : “dengan
sengaja  melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau
memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja
turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu. Pasal 303 KUHP
ayat (1) angka 2 berbunyi : “dengan sengaja menawarkan atau
memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

2 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/t59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--
sosiologis--dan-yuridis/



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata-cara. Dalam Pasal 303 bis KUHP mengancam tersangka

dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam

tersangka 10 tahun penjara

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2

ayat-ayatnya, sebagai berikut:

1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab

2)

3)

4)

Undang-Undang Hukum  Pidana, dari. hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya
sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak- banyaknya dua puluh
lima juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima
belas juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam
tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda



menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan
pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di
dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku
tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya

Perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

1. Permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya
berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata
untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu
senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini
para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi
mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap
jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau
perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif /
kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang
diperolehdikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah
sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan, Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan
yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk
uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa
dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak

yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur



yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat
disebut sebagai judi atau bukan.?

4. Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia.
Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian di temukan sejak
zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika selatan, Aborigin
di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal
permainan dadu.® Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah
permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main
dadu,kartu dan sebagainya.> Menurut - Kartini kartono, perjudian
adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu
nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya
resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan,
pertandingan, perlombaan, dan kejadian- kejadian yang tidak atau

belum pasti hasilnya.®

Meski telah ada aturan yang mengatur masih banyak terjadi praktek
perjudian, Kepolisian sering mendapati beberapa tempat memfasilitasi untuk
melakukan perjudian, dan tidak mudah untuk menanggulangi perjudian
tersebut. Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi

masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada

3 https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/ diakses

pada tanggal 23 Juli 2018, jam 16.00 wib.

* Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, him. 181.

> Sudarsono, 2007, Kamus hukum, Rhineka Cipta, Jakarta, him. 200.

® Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, him. 58.


https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/

rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari
adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut

melalui upaya preventif maupun represif.’

Dalam upaya menjalankan hukum positif yang berlaku di Indonesia
dibutuhkan adanya sebuah sistem peradilan yang teratur, hal itu dikenal
sebagai sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita mengartikan sistem
peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja
dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan
sistem.® Dalam prakteknya, banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan
atau terjadinya kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak
Pidana. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana adalah Kejahatan dan
pelanggaran, kesengajaan dan Kealpaan, perbuatan yang melanggar undang-
undang (Delik commisionis), menitik pada perbuatannya (Delik formil),
menitik berat pada akibatnya (Delik materil), hanya dilakukan sekali dalam
perbuatannya (Delik tunggal), delik berganda yang diatur dalam Pasal 481

KUHP.

Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini di buktikan dengan
adanya sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum, sanksi tersebut
dikeluarkan oleh Negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara. Warga masyarakat rata-rata

mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi

" Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, him. 118.

® Romli Atmasasmita,1996, Sistem Pradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionalisme, Putra Abardin, Bandung, 1996, him 16.



masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru
saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang

berpengalaman.’

Adapun Kasus perkara perjudian pada tanggal 26 juli 2014, dengan
Nomor Putusan : 93/PID.B/2014/PN Bsk, telah dilakukan penjatuhan
hukuman atas nama Reflis, berusia 51 Tahun, suku Minang, pekerjaannya
Sopir beralamat Jorong Sawahan Nagari Pariangan Kecamatan Lintau Buo
Kabupaten Tanah Datar. Dalam perkara perjudian ini, Reflis memfasilitasi
khalayak umum untuk melakukan perjudian di dalam rumahnya, dan hal ini
sudah jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 303 Ayat
(1) Ke-2 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar

terdakwa tetap ditahan.™

Di tahun 2015, juga ada kasus memberikan fasilitas perjudian dengan
Nomor Putusan : 100/Pid.B/2015/PN Bsk, atas nama Ridwan, berusia 53
Tahun, tempat tinggal Jorong Batur Bagari Kecamatan Sungai Tarab
kabupaten Tanah Datar.telah dinyatakn bersalah memberikan fasilitas
perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan

sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama

° Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 47.

10 https://putusan.mahkamahagung.go.id./putusan.nomor.93/pid.b/2014/pn.bsk di akses
pada tanggal 13 Agustus 2018, jam 16.00 Wib.


https://putusan.mahkamahagung.go.id./putusan.nomor.93/pid.b/2014/pn.bsk

terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan.*

Pada baru-baru ini, di tahun 2018 juga ada kasus serupa dengan Nomor
Putusan : 64/Pid.B/2018/PN Bsk, Pengadilan Negeri Batusangkar yang
mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas
nama Hendri, usia 50 Tahun, pekerjaa wiraswasta, yang beralamat sesuai di
Jorong Koto Nagari koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
Sesuai aturan berlaku dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, menjatuhkan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada

didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*?

Dalam kasus putusan hakim tersebut dapat dilihat bahwa putusan hakim
tidak sesuai dengan aturan UU No. 7 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1)
menjelaskan : “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu
rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Dan dalam 303 bis KUHP
pidana penjaranya 4 tahun penjara, dari kasus diatas cenderung vonis hakim
sangat ringan dengan aturan yang ada, dan penulis tertarik mengkaji putusan

hakim yang tidak sesuai dengan aturan KUHP.

1 https://putusan.mahkamahagung.go.id./putusan.nomor.100/pid.b/2015/pn.bsk di akses
pada tanggal 13 Agustus 2018, jam 17.10 Wib.

12" https://putusan.mahkamahagung.go.id./putusan.nomor.64/pid.b/2018/pn.bsk di akses
pada tanggal 13 Agustus 2018, jam 18.07 Wib.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN

HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN

KESEMPATAN PERJUDIAN KEPADA UMUM DI PENGADILAN

NEGERI BATUSANGKAR”

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, terdapat rumusan masalah sebagali

berikut :

. Bagaimanakah penerapan Pasal perjudian tentang tindak pidana

memberikan kesempatan perjudian kepada umum?

. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana

terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada

umum.?

Tujuan Penelitian

Berkaitan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal perjudian tentang tindak
pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum.

Untuk mengetahui  bagaimanakah pertimbangan hakim dalam
penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana memberikan

kesempatan perjudian kepada umum.

Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penulisan ini antara lain :



1. Manfaat Teoritis

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum terutama dalam hukum pidana dalam
mempelajari tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada
umum.

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam melakukan
penelitian ilmiah dengan mempelajari literatur serta menerapkannya
diproses perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Agar hasil penelitian memberikan informasi terhadap penegak
hukum, kalangan akademis dan kalangan masyarakat untuk
mengetahui penerapan pasal perjudian tentang tindak pidana
memberikan kesempatan perjudian kepada umum.

b. Agar dapat tercapainya suatu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan yang merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum
pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan

koseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (kontsruk), batasan dan
proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena

dengan dideskripsikan oleh variabel — variabel yang menjadi bahan



perbandingan dan pegangan teoritis."®> Kerangka teoritis yang digunakan

dalam penulisan penelitian ini diantaranya:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum
secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan
pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif dan
sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara pasti dan logis."

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan
dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari
kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum
terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.
Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa
yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian
sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah
satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai
pedoman perilaku bagi setiap orang.™

Teori kepastian menurut ahli hukum :

13 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta,hlm. 42.

14 Cst Kansil, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, him. 385.

% 1pid, him 270



a) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua
segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya
(bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret.
Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin
mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum
memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti
keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak
terhadap  kesewenangan  Hakim. Dalam paradigma
positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan
yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari
otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu
dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan
untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam
paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.*®

b) Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang
sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun
Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih
jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten

dan mudah diperoleh (accessible).

® van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran
Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung, him.82-83.



2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan)
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara
konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak
berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut
secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara

konkret dilaksanakan.’

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum
yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum”
demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan
masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan
dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati
serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan
kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau

kekacauan sosial.*®

b. Teori Keadilan
Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang

berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

7 1bid, him 84.

8 1bid, hlm 85.



benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.dapat disimpulkan
bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan
dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia,
keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan
sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan
dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua
orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan
kewajibannya.*®

Teori keadilan menurut ahli hukum :

a) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang

merumuskan arti keadilan adalah memberikan kepada

setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia

bereat mundus), selanjutnya dia membagi keadilan dibagi

menjadi dua bentuk yaitu :

1) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan
oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat
jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota

masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

1% Manullang E.fernando M, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, buku kompas,Jakarta,
him.57



2) Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin,
mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan
serangan-serangan illegal

b) Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang

memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang

merupakan bagiannya.
c) Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan

apa yang dilakukannya,asal ia tidak melanggar kebebasan

yang sama dari orang lain”.
d) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum,

dari segi kecocokan dengan undang-undang. la

menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkkan
nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya
kata lain dari “benar”.”

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini
bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan,
sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam
primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah
kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique

suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang

20 Ansori,Abdul Gafur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, University
Of Gajah Mada , Yogyakarta, him, 8



(neminem laedere),Cicero juga menyatakan bahwa hukum
dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia,
tetapi alam.”

sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan
dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula
sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering
mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur
kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan
adalah suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux,
secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum
yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat

menolongnya.?

2. Kerangka Konseptual

Terdapat sebuah penjelasan peristilahan yang digunakan sehubungan

dengan judul yang diangkat yaitu :

a. Analisis Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

2L bid, him. 102

22 |bid, him 108



mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara
para pihak.”®
b. Tindak Pidana
Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum
pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.?
c. Perjudian
Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang
sebagai taruhan.® Dalam pengertian lain, berjudi ialah
“mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan
tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan
sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang
atau harta semula.?®
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.
1.  Metode Pendekatan masalah
Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam

penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis

2 http://raypratama.blogspot.com/2015/04/tinjauan-umum-tentang-putusan-hakim.html

diakses pada tanggal 16 agustus 2018, jam 19.05 Wib.
2% Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 54

%5 poerwadarminta, 1995, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta; balai Pustaka), him.
4109.

26 |pid, him. 419.
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konsep hukum (analytical and cenceptual approach), pendekatan
sejarah (historical approach), konseptual (concept approach)
hukum menurut Peter Mahmud.?” Beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu
hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan
manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.
Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan
hukum untuk masalah yang dihadapi.?®
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan
bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum
(law enforcement). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan
permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan
penegakan hukum.?

Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah analisis
terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana memberikan kesempatan
perjudian kepada umum studi kasus di pengadilan Batusangkar.
Berdasarkan analisis hukum dan berdasarkan aturan yang berlaku.

3. Jenis Data dan Sumbrer Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua bahan-bahan yang diperoleh

2" Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana,. him. 95.
2 bid. him. 157.

2 Amiruddin & Zainul Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.. 134-135



atau dipublikasikan tentang hukum.® Data sekunder ini dapat diperoleh
melalui kepustakaaan. Bahan-bahan hukum yang akan diteliti dalam
penelitian pustaka adalah :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama
atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada
kaitannya dengan materi skripsi- penulis dan juga berkaitan
dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan
hukum primer diantaranya adalah:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian
¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2) Bahan Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak
berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah
dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan

hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, him.13



3)

4)

5)

hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil
simposium, hasil lokakarya, diktat, skripsi dan juga artikel-
artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
keilmiahannya.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus
hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis Normatif untuk menghimpun data.
Mengklarifikasikan data yang relevan terhadap tindak pidana
memberikan kesempatan perjudian kepada umum.

Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya
akan ditelaah dan dianalisis. Analisis data dapat dilakukan
dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah
hukum yang mengatur tentang tindak pidana memberikan
kesempatan perjudian kepada umum, kemudian membuat
sistematika  dari  pasal-pasal tersebut sehingga akan
mengkasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan
yang dibahan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara

kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang



sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis
data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian
dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan
menggungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang
dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas
permasalahan dalam penelitian ini.
b. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini mengambil data

dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

%1 Soerjono Soekanto, Op.Cit, him 11



